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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 

diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terhadap penyalahguna narkotika sebaiknya diterapkan rehabilitasi medis 

dan bukan sanksi pidana penjara, karena penyalahguna narkotika adalah 

korban yang sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama 

hak atas rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan pengguna narkotika 

(pecandu) atau bandar narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. 

2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika adalah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik 

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dikuatkan pula 

dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta-fakta yang diutamakan 

adalah, bahwa pelaku hanyalah korban dari penyalahgunaan narkotika 

dengan barang bukti atau narkotika yang dipakai hanyalah sedikit, serta 

pelaku bukanlah seorang pengedar. Disamping hal tersebut harus 

diperkuat dengan surat keterangan dokter atau setidaknya pernah / sedang 

menjalani terapi medis. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan aturan baku semacam undang-undang yang mewajibkan hakim 

untuk menerapkan merehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta 

ketentuan rehabilitasi juga disosialisasikan tidak saja berbentuk SEMA 

akan tetapi juga berbentuk Peraturan Pemerintah, sehingga antara 

kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat memperoleh landasan yang 

sama untuk bertindak. 

2. Hakim diharapkan lebih berani untuk memberikan tindakan rehabilitasi 

terhadap penyalahguna narkotika, akan tetapi juga berani untuk 

memberikan hukuman yang berat terhadap pengedar, pemilik narkotika 

yang tidak sah. 
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